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Pasal 6 
Cuna menjamin kelancaran dan menjalin kerjasama dan komunikasi antara 
Inspektorat Jenderal dan unit eselon I dalam rangka pelaksanaan tema 
pengawasan unggulan, Inspektur J ender al membentuk Tim Koordinasi 
Pelaksanaan Kegiatan Terna Pengawasan Unggulan. 

Pasal 7 
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010 dan 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2010. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik 
Indonesia. 

Pasal 5 
Dalam hal tema pengawasan unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
ayat (2) memerlukan penyesuaian, penyesuaian dimaksud dilakukan oleh 
Inspektur Jenderal setelah berkoordinasi terlebih dahulu dengan pimpinan unit 
eselon I terkait. 

Pasal 4 
Inspektur Jenderal menyampaikan laporan pelaksanaan Kebijakan Pengawasan 
Intern Kementerian Keuangan Tahun 2010 secara berkala kepada Menteri 
Keuangan. 

Pasal 3 
Setiap unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan harus mendukung 
terlaksananya Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Keuangan Tahun 
2010. 

a. pelaksanaan transformasi pengawasan; 
b. pengawalan reformasi birokrasi Kementerian Keuangan; dan 
c. peningkatan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan. 

(2) Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Keuangan Tahun 2010 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dalam tema pengawasan 
unggulan yang menjadi kegiatan prioritas Inspektorat Jenderal bersama unit 
eselon I. 

(3) Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Keuangan Tahun 2010 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam Lampiran yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. 

Pasal 2 
Dalam rangka melaksanakan Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian 
Keuangan Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Inspektorat 
Jenderal menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan 
Tahun 2010. 
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